BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUABA
BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Acch Tamiang Tahun Anggaran 2022,
perlu  ditetapkan  Peraturan  Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBK Tahun Anggaran
2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupali tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun Anggaran 2022;

[y

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Ncpotisme ({Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan  Kabupaten Aceh  Barat Daya,
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4179j;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Mengingat

Undang



10.

11.

-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355}

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomer 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44210};

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lebaran
Negara Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daecrah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049});

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5439);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah becberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturar
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lcmbaran Necgara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712}

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340};

Pcraturan Pemecrintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyclenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219},

Peraturar
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22,
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574},

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533});

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Necgara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322};

Peraturan...
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Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) ;

Peraturan Mecnteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah  Daerah  (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Dacrah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 926);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis
Pengclolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781});

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 46);

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Acch Tamiang Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021
Nomor 16)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang
selanjutnya disingkat APBK adalah rencana
keuangan tahunan kabupaten yang ditetapkan
dengan Qanun.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang.

4. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang selaku
Pemegang Kekuasaan Anggaran Kabupaten Aceh
Tamiang.

S. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang
selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja
dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh
Tamiang.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah,
dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Kabupaten Tahun Anggaran 2022
direncanakan sebesar Rpl1.217.162.152.022, yang
bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan
sebesar Rp126.898.042.129, yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di
Pisahkan; dan

d. Lain-lain PAD yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp17.873.898.188.

W47
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Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.113.095.150.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul c
direncanakan sebesar Rp6.364.937.098.

Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp98.546.111.693.

Pasal 5
Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp17.873.898.188, yang terdiri atas:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

¢. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan,;

[. Pajak Parkir;

g. Pajak Air Tanah;

h. Pajak Sarang Burung Walet;

1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,;

j- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2); dan

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB).

Pajak Hotel scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp99.994.668.

Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf{ b direncanakan sebesar Rpl.100.000.000.

Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp52.000.000.

Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp200.500.000.

Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp7.250.000.000.

Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000.

Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar Rp350.000.000.

Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp42.903.520.

] Pajak
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(10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
direncanakan sebesar Rp1.850.000.000.

(11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
direncanakan sebesar Rp2.828.500.000.

(12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
k direncanakan sebesar Rp4.000.000.000.

Pasal 6

(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp4.113.095.150, yang terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan  sebesar
Rp891.744.650.

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan  sebesar
Rp2.940.250.500.

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp281.100.000.

Pasal 8

(1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf ¢  direncanakan sebesar
Rp6.364.937.098, yang terdiri atas bagian laba yang
dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas
penyertaan modal pada BUMD.

(2) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah
Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar Rp6.364.937.098.

Pasal 9

(1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp98.546.111.693, yang terdiri
atas:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
b. Hasil Kerja Sama Daerah;

W/

asa G1ro



(2)

(3}

Jasa Giro

Pendapatan BLUD;

c. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP); dan

[. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf,

oo

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a
direncanakan sebesar Rp635.000.000,

Hasil Kerja Sama Dacrah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf b direncanakan sebesar
Rp40.000.000.

{(4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

(5)

(6)

(7)

c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000.

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.000.000.000.

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp23.728.661.950.

Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp10.142.449.743.

Pasal 10

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana

(2)

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan
sebesar Rpl1.087.264.109.893, yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} buruf a direncanakan
sebesar Rp964.112.280.000.

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rpl123.151.829.893.

(1)

Pasal 11

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hurufl a
direncanakan sebesar Rp964.112.280.000, yang terdiri
atas:

a.

Dana Pcrimbangan;

b, Dana Desa.

Dana .
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Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp800.739.933.000.

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan schesar Rp163.372.347.000.

Pasal 12

Anggaran  Pcndapatan  Transfer Antar  Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b
direncanakan scbesar Rp123.151.829.893, yang terdiri
atas:

a. pendapatan bagi hasil; dan

b. bantuan keuangan.

Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) direncanakan sebesar Rp26.093.370.676.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) direncanakan sebesar Rp 97.058.459.217

Pasal 13

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
direncanakan sebesar Rp3.000.000.000, yang terdin
atas lain-lain pendapatan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp3.000.000.000.

Pasal 14

Lain-lain Pendapatan Sesual dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayal (1) direncanakan sebesar
Rp3.000.000.000. yang terdin atas lain-lain
pendapatan.

Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000.
Pasal 15

Anggaran Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022
direncanakan sebesar Rpl.224.162.152.022, yang terdiri
atas:

a.

oo g

Belanja Operasi;

Belanja Modal;
Belanja Tidak Terduga; dan
Belanja Transfer.

asal .
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Pasal 16

Anggaran Bclanja Operasi scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar
Rp797.459.135.483, yang terdir1 atas:

a. Belanja pegawali;

b. Belanja barang dan jasa;

¢. Belanja hibah; dan

d. Belanja bantuan sosial.

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp445.097.885.618.

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp280.627.490.732.

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp57.985.001.890.

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp13.748.757.243.

Pasal 17

Anggaran Belanja Pegawail sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat {1} huruf a direncanakan sebesar

Rp445.097.885.618, yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN,;

b. Belanja Tambahan Penghasiian ASN;

c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN,;

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;

{. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH; dan

g. Belanja Pegawai BLUD

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp311.547.575.326.

Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp52.642.210.403.

Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp66.205.404.800.

Belanja Ggji dan Tunjangan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rpl13.150.224.581.

Jelanja ..
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Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf e direncakan sebesar
Rp474.010.428.

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD  serta
KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf [ direncakan sebesar Rp333.060.080.

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) huruf g direncanakan sebesar Rp545.400.000.

Pasal 18

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp280.627.490.732, yang terdiri atas:

Belanja Barang;

Belanja Jasa;

Belanja Pemeliharaan;

Belanja Perjalanan Dinas;

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan
kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

f. Belanja barang dan jasa BOS; dan

g. Belanja barang dan jasa BLUD.

o A0 o

Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp36.103.091.897.

Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp98.118.918.229.

Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf C direncanakan sebesar
Rpl11.796.260.697.

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp37.524.928.009.

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufl e direncanakan sebesar
Rp3.814.294.000.

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf f direncanakan sebesar
Rp31.615.397.900.

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp61.654.600.000,

'asal
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Pasal 19

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat {l) hurul c¢ direncanakan sebesar
RpS57.985.001.890, yang terdiri atas:

a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;

b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
dan

c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai
politik.

Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf a direncanakan sebesar
Rp200.000.000.

Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp57.071.268.770.

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp713.733.120.

Pasal 20

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hurul d direncanakan
sebesar Rpl3.748.757.243, yang terdiri atas:

a. Belanja bantuan sosial kepada individu;

b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan

Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp13.545.449.743.

Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan scbesar
Rp203.307.500.

Pasal 21

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar
Rpl191.131.969.672, yang terdiri atas;

a. Belanja modal tanah;

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

c. Belanja modal gedung dan bangunan;

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan

e. Belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurufl a direncanakan sebesar Rp898.688.878.

Belanja
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(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp597.095.000.

(5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp9.356.087.750.

(6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp85.789.140.

(7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp8.198.248.380.

(8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp614.851.300.

(9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp4.610.567.724.

(10) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp199.000.000.

(11) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar
Rp180.000.000.

(12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar
Rp8.706.000.

(13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf |1 direncanakan sebesar
Rp3.125.644.000.

(14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m
direncanakan sebesar Rp800.000.000.

Pasal 24

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp40.155.972.634 yang terdiri
atas:

a. Belanja modal bangunan gedung; dan
b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp38.715.972.634.

(3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar

Rp1.440.000.000.
\Q\ 3‘ fasal..’
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Pasal 25

(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rpl105.548.734.766 yang terdiri
atas:

a. Belanja modal jalan dan jembatan;
b. Belanja modal bangunan air; dan
c. Belanja modal jaringan.

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp93.658.204.766.

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp10.990.530.000.

(4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp900.000.000.

Pasal 26

(1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp8.204.958.100 yang terdiri atas:

a. Belanja modal bahan perpustakaan;
b. Belanja modal aset tidak berwujud; dan
c. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp232.000.000.

(3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp1.697.000.000.

(4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp6.275.958.100.

Pasal 27

(1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf c¢ direncanakan sebesar
RpS5.000.000.000, yang terdiri atas belanja tidak
terduga.

(2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000.

w {
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Pasal 28

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 hurul d direncanakan sebesar
Rp230.571.046.867, yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan

b. Belanja bantuan keuangan.

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp2.198.699.867.

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp228.372.347.000.

Pasal 20

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp2.198.699.867 yang terdiri atas belanja bagi hasil
pajak dacrah kepada pemerintahan kabupaten/kota
dan desa.

Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan
kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.198.699.867,

Pasal 30

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp228.372.347.000 yang terdiri atas belanja bantuan
keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada
desa.

Belanja bantuan keuangan dacrah provinsi atau
kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) direncanakan scbesar
Rp228.372.347.000.

Pasal 31

Anggaran pembiayaan Kabupatcn Tahun Anggaran 2022
direncanakan sebesar Rp7.000.000.000, yang terdiri atas:

a.
b.

Penerimaan pembiayaan; dan
Pengeluaran pembiayaan.

1sal
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Pasal 32

Anggaran penerimaan  pembiayaan — sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan
sebesar Rp10.000.000.000, yang terdir1 atas sisa lebih
perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
schagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
scbesar Rpl10.000.000.000.

Pasal 33

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 yang
terdiri atas sisa dana akibat tidak tercapainya capaian
target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Sisa dana akibat tidak tercapainya capalan target
kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} direncanakan
sebesar Rp10.000.000.000.

Pasal 34

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan
sebesar Rp3.000.000.000, yang terdirl atas penyertaan
modal daerah.

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000.

Pasal 35

Anggaran penycrtaan modal daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) direncanakan sehesar
Rp3.000.000.000, yang terdiri alas penyertaan modal
daerah pada Badan Usaha Milik Daerah {(BUMD).

Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp3.000.000.000.

Pasal 36
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan

anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
defisit sebesar Rp(7.000.000.000).

’embiayaan .
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{2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan tecrhadap  pengeluaran pembiayaan
direncanakan scbesar Rp7.000.000.000.

Pasal 37

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran] Ringkasan Penjabaran APBK  Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,;

2. Lampiran Il Penjabaran APBK  Menurut  Urusan
Pemerintahan Dacrah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran Il Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan Besaran Hibah;

4. Lampiran [VDaftar Nama Pencrima, Alamat Penerima,
dan Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan Besaran Baniuan Keuangan bersifat umum dan
bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan Besaran belanja bagi hasil,

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,;

8. Lampiran VIl Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak
Bumidan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-
Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan
Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur
Menurut Urusan Pecmerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objck, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan
Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.

1sal
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Pasal 38

Lampiran scbagaimana tersebut dalam Pasal 37
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 39
Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran saluan kerja perangkat daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang,.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 30 Desembar 2021 M

26 umabl Azt 1447 Y

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 30 Dasembar 2021 M
26 umadn A4w=l 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANC

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021 NOMOR 4o



